
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1996 , Serie : D Nomor 6 '

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

NOMOR 20 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Menimbang : a.bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan

peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sesuai

dengan tunfulan kebuluhan masyarakat, Organisasi

dan Tata Kefja Rumah Sakit Umum Daerah periu

disempurnakan ;

b. bahwa penyempurnaan Organisasi don Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut

pada huruf a di atas, perlu ditelapkan dengan

Peraturan Daerah.

Mengingal : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tenfang

Pembentukan Daerah-doerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsl Jawa Tengah ;
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2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974ifentang Pbkok-
pokok Pemeriniahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahurv/ 1974 ‘Wdmor 38, Tambahan Lembaran Negara

" Nomor 303715 " g_ V4

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara.Jahun - 1992 Nomor 100,

Iombqbp.u Lembardii Negara Nomor 3495) ; .

4. Peraturan pemerinfah Nomor 7 Tahun 1987 fentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalom

Bidang Kesehatan kepada Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tenfang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah -Dengan Titik Berat

pada Daerah Tingkat I :

7. Keputusan. Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992

tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum ;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses

Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di 0
Lingkungan Instansi Pemerintah Pusa, Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah

Daerah :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992

tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1993

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah

Sakit ymum Daerah.
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De:ngan persetvjuan Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Magelang.

MEMUTUSKAN

"Napkcn : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT !I
MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MAGELANG.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daleim Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan

Pezrianggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerch ;

b. Pezmerintah Daerah adalah Pem_erlmah Kabupaten Daerah Tingkat II

%ogelung i

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat !!

Miogelang :

d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat !I

Miagelang :

e. Keepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah

Tirngkat I Magelang :

f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang :
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g. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang yang selanjutnya disingkat

RSUD;

h. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik

Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kendungan, Bedah serta

Kesehatan Anak, "/

1. Pelayanan Medis sp‘éxlullsflk Luas adalah pelayanan medis speslulisp
. - dasar ditambah dengan. pelayanan spesialistik telinga, hidung dan

tenggorokan, mata, syaraf, jiwa; kulit dan kelamin, janfung, paru-paru,

radiologi, anestesi dan pelayanan spesialistik lain sesuai dengan

kebutuhan,

BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS!

Pasal 2

(1) RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

(2) RSUD diipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direkiur yang
secara feknis berfanggung jawab kepada Kepala Dinas dan fakfi‘

operasional kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

RSUD mempunyal tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu
:,;e"fa" upaya peningkalan serfa pencegahan dan melaksanakan upaya

jukan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 4

. Untuk menyelenggarakan fugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 3 Peraturan Daerah ini, RSUD mempunyal fungsi :

Penyelenggaraan pelayanan medis ;

Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;

Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;

penyelenggaraan pelayanan rujukan ;

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;

Penyelenggaraan administrasi umum dan kevangan.a~papoo
BAB !!!

ORGANISASI

Bagian Pertama

Klasifikasi dan Susunan Organisasi

Pasal 5

- Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan Kelas C

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

Direktur ;

Seksi Keperawatan ;

Seksi Pelayanan ;

Sub Bagian Kesekrelariatan dan Rekam Medis ;

Sub Bagian Kevangan dan Program ;

Instalasi ; |

Komite Medis :

Staf Medis Fungsional.se~ppovo
Dipindai dengan CamScanner
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12) Masing-masing Seksi dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal Ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1} Pasal ini

sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan

merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari Peraturan Daerch ini.

Baglan Kedua .

Direktur

- Pasal 7_“

(1) Direktur mempunyai tugas. memimpin, menyusun kebijaksancan

pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasiken dan

mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direkiur RSUD berkewajiban -memberikan pelunjuk, membimbing,

mengawasi pekerjaan ‘unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang

berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

Baglan Ketiga

Seksl Keperawatan .

Pasal 8

Seksi Keperawatan mempunyai tugas membimbing pelaksanaan

asvhan, pelayanan keperawalan, efika dan mutu keperawatan sertc

kegiatan pendidikan, pelafihan dan penyuluhan kesehatan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 9

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8

..— Peraturan Daerah ini, Seksi Keperawalan mempunyai fungsi :

““ ar Pelaksonaon bimbingon asuhan keperawalon dan pelayoran
. keperawatan pada pasien ;

b. Pengawasan dan pengendalian efika dan mulu keperawatan ;

c. Pengaturan jadwal dan pembagian tugas perawat di Unit Instansi :

.d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keperawatan bogi perawat
dan tenaga pembaniu perawat ;

e. Penyuluhan kesehalan pada pasien unfuk berobat ke Rumah Sakit :

f. Pelaksanaon tygas-lugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10
“

(1) Seksi Keperawotan terdiri dari :

a. Sub Seksi Keperawatan 1 :

b. Sub Seksi Keperawatan II :

€. Sub Seksi Keperawatan lil.

{2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-
masing dipimpin:oleh seorang Kepala yong berada oi bawan an

berfanggung [a_iunb kepada Kepala Seksi Keperawatan.

= 1) | ‘:}’osul "

'(l) Sub Seksi Keperawalan | mempunyai tugas membimbing Peloksonann
asuhan dan pelayanan keperawatan.

2) Sub Seksi Keperawatan II mempunyal tugas membimbing, membac
sikap menlal perawat dan memberi molivasi/dorongan semangot

untuk meningkatkan mutu profesional dalam pelaksanaon tugas.

(3) Sub Seksi Keperawatan Il mempunyal tugas mengkoordinaskan semia

kebutuhon kegiatan pendidikan dan pelathan serta bimbingan

pelaksanaan, pemantouan, pengawasan dan penilalan pelaksanasn

kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal 12

Seksi Pelayanan mempunyai fugas mengkoordinasikan kebufuhan
pelayanon medis ' dan penunjang medls, melakukan pemantauan,

pengawasan penggunaan fasilitas keglatan pelayancn medis

penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendo%
penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12

Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanah mempunayi fungsi :

a. Pelaksanaan Koordinasi atas semud kebutuhan pelayanan medis dan

penunjang medis ; ¥

b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasiitas kegiatan

peloyanan medis dan penunjang medis ;

c. Pengawasan dan pengendalian penerimaan pasien pada semua Unit

instansi yang longsung menangani pasien ;

d. Pengawasan dan pengendalian pemulangan pasien untuk

menghindari adanya pulang atas permintaan sendiri ;

€. Pelaksanaan fugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 14

(1) Seksi Pelayanan terdiri dari :

a. Sub Seksi Pelayanan | :

b. Sub Seksl Pelayanan Il ;

c. Sub Seksi Pelayanan il

2) Sub Seksi - Sub Seksi 'dlmaksud ayat (1) Pasal inl, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seks! Pelayanan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 15

(1) Sub Seksi Pelayanan | mempunyal tugas inelayani.semua kebutuhar:
pelayancn medis dan membantu kebuluhan semua Unil pelaksana

fungsional.

{2) Sub Seksi Pelayanan il mempunyai fugas mengadakan pemaniauan
dan pengawasan penggunaan fasililas medis dan penunjong Medis

. serta me.abantu kebuluhan Instalasi pelayanan medis.

{3) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas mengarahken dan

mengendalikan pasien rawat jalan, pem:nmoan pasien rawatl inap

dan‘pemulangannya.

v A i Baglan Keli ma

Sub Buglun I(Osekre!urlahm dan Rekam Medis

Pasal 16

Sub Bagian Kesekrelariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas

melaksanakan ketalausahaan, administrasi kepegawaian, kerumah-

tanggan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpusickaan,

publikasi, pemasaran sosial dan informasi.

? Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16

Peraturan Daerah ini, Sub Baglan Kesekretariatan dan Rekom Medis

mempunyal fungsi :

. Pelaksanaan kelalausahaan dlm: pada RSUD; . .

b. Pelaksanaan administrasi kepogawian m\luk ......—yum

bekerja'di Rumah Sakit :

c. Pelaksanaan urusan kerumah-| Ounqoaun dan perlengkapan ;

d. Pelaksanaan adminisirasi rekam medis dan k:pomn\
e. Pelaksanaan urusan hukum dan perpustakoan :

Dipindai dengan CamScanner
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f. Pelaksanaan pemasaran sosial, informasi dan publikasi ;

g. Peloksanaan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

(1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari :

Urusan Tata Usaha :

Urusan Kepegawaian : .
Urusan Umum ;

Urusan Rekam medis.aogo
(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bewah don

bertanggung jowab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan

Rekam Medis.

s vt Pasal 19

/
(1} Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausangan.

hukum dan perpustkaan RSUD :

{2) Urusan Kepegawaian mempunyél tugas melaksancon pengeicicon
edministrasi kepegawaian : .

(3) Urysan Umbm mempunyal tugas melaksanakan urusan kerumah-

bnooc perlengkapan, pemasaran sosial, informasi dan pubiikasi :

(4; Urusdm Rekam Medis mempunyai tugas merekam semua data medis
! pesien, baik pasien rawat jalan mavpun rawat inap, monvelesoflncn

\ o...!rad tujukan dan membuat lq:uen

K
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! ’ _ ' Bagian Keenam ., <

Sub Baglan Kevangan dan Program |

Pasal 20 ,

v '

UnM\ Bogian Kevongan dan Frogrom | momwwol tugas menyusn
. Anggaran, Kegiatan perbendaharaan, vevmmsl otumami mobilisasi

dana dan penyusunan progrom. b k

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20

Peraturan Doerah ini, Sub Bagian Kevangan dan Progrom mempunysi

fungsi :
. Peloksanocan mobilisasi dana dan penyusunan program :

b. Penyusunan anggaran ;

<. Peloksanoan kegiatan perbendaharaan ;

d. Pelaksanaan kegiafan verifikasi ;
€. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 22

. (1) Sub Bogian K.uanaon dan Program tersendiri dari ;.
a. Urusan Penyusunan Anggaran :

b. Urusan Perbendaharaan ;

c. Urusan Verifikasi dan Akunlansi :

d. Urusan Mobilisasi Dana dan Pomownon Progrom

{2) Urusan-urusan fersebut ayat (1) Pasol Inl masingmasing dipimpin

seorong Kepala yang berada di bawah dan ebifonggung lawed

“epada Kepala Sub Bagion Keuangan don Program,

Dipindai dengan CamScanner



-12-

Pasal 23 X

(1) Urusan Penyusunan Anggaran mempunyal fugas menyusun anggaran’

pendapatan dan belanja, oforisasi dan perlanggung jawaban

kevangan ;

(2) Urusan Perbendaharaan mempunyal tugas melakukan tata Uscha

kevangan dan pengelolaan perbendaharaan RSUD :

(3) Urusan Verifikasi dan Akuntansi mempunyai fugas melakukan

pemeriksaan/peneliian setfiap penerimaan dan pengelucran

kevangan ;

{4) Urusan Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program mempunyai tugas

mencari sumber-sumber dana:baru dan menyusun prograrm.

Baglan Ketujuh

Instalasl

i - Pasal 24

(1) Instalasi men'jpakcln fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan
keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian,

pengembangan pendidikan, pelafihan dan pemelihcraan sorana

rumah sakit ; '

(2) Instalost dlpln'»pln oleh seorang Kepala dnlamlabqlcn Non sirukiural :

(3) RSUD menyelengaarokan 11 (sebelas) lenls Insldusi ynuu
. lnslo‘osl Rawat Jalan ; A% MV cy aB

g. Instalasi Rawat Inap ;
Insfalasi Rawat Darurat ; O aa

Insjalasi Rawat Intensif ; i

Inslalasi Radiologi ; A8

Insjolasi Bedah Sentral :

Insfalasi Farmasi ;

,|h /alcsl Gizi :

4

Fo~aoo
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i. Instalasi Laborat ;

j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;

k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah. .

Pasal 25

(1) Instalasi Rawat Jalan mempunyal tugas menyelenggarakan pelayaan

asuhan medis dan asuhan keperawaltan bagi pasien rawat jolan, sta
. tempat untuk pendidikan pelatihan dan penelifion, ®to - "t

melaksanakan rvjukan baik intern maupun dengan instalasi laimpa

dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit,

(2) instalasi Rawat Inap mempunyai fugas menyelenggarakan pelaycrsrn
asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rasat

inap, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan peneiition =ta
melaksanakan rukunan baik instern maupun dengan instalasi laimrya

dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit.

(3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan

pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara, stc

pelayanan pembedahan darurat, baik pasien yang datang dengan

gawat darurat medis, serfa untuk tempat pendidikan, pelatihan dan

penelifion, serta melaksanakan rujuan, baik intern maupun dengan

instalasi lainnya dan juga dengan Unit Pelayanan Kesshatan di kar

Rumah Sakit.

'4) Instalasi Rawat Infensif mempunyai tugas menyelenggarekan
pelayanan asuhan medis serta asuhan keperawatan pemulihan bagi

pasien rawal jalan maupun rawat inop yang menjalani tindokan

medis, serfa menyelenggarakan pelayanan asvhan medis dan

keperawatan secara Intensif bagi pasien dengan gawat donat

medis.

{5) Instalasi-Radiologi mempunyal "’9‘{’ menyelenggarakan pelayanan

pemeriksaan radiodiagrioilik-guna penunjang penegakan diognasa

dan penyelenggaraan pelayanan raxlioteropl bagl pasien rawat ingp,

rawal jalan dan rawat darurat.

Dipindai dengan CamScanner
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(6) Instalasi Bedah Seniral mempunyai tugas menyelenggarakan

pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan indoskopi

bagi pasien rawat inap.

(7) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan

penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat

kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat

darurat dan rawat inap.

(8) Instalasi Gizi mempunyai .tugas. menyelenggarakan perenocnocn,.

penatoan dan penyediaan makanan biasa maupun diefari serfa

penyalurannya bagi pasien rawat inap dan menyelenggorakon

penyuluhan gizi serta penelitian.

(%) Instalasi Laborat mempunyai tugas melaksanckan keg‘[:lan

pemeriksaan di bidang laboratorium untuk keperluan diognosa dan

kegiatan iransfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam

jabatan fungsional.

(10) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyci tugas

menyelenggarakan-kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prascrana

dan sarcna Rumah -Sakit seria perencanaan dan penelitian

penggantian prasarana dan sarana Rumah Sakit, sebelum habis masa

pokainya.

(11) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas menyelenggarakan

pelayanan pemulasaraan jenasah dan pelayanan kedokteran forensik.

Baglan Kedelapan

Komite Medis

Pasal 26

(1] Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya

dipilih darf anggota staf medis fungsional ;

\

\‘\
VN
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(2) Komite Medis berada di bawah dan - beflangwng “jawab )(epoda
Direktur ;

{3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direklur menyusun siandar — .

pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan

eftika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis

fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendiclikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;

2
(4) Dolam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapaf dibaniu oleh

panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan fenaga

prefesi lainnya secara ex officio ;

{5) Panitia adalah kelompok kevia khusus di dalam Komite Medis yang
dibentuk untuk mengatasi masalah khusus :

16) Pembentukan Komite Medis pada RSUD ditetapkan dengon K eputusan
Bupati Kepala Daerah atas usul Dlreklur

Bagian Kesembilan

Staf Medis Fungsional

Pasal 27

B 01) stof Medis Fungsional adalah kelompok dokler dan dokter gigi yang
bekerja di instalasi dalom Jabatan fungsional ;

{2) Stof Medis fungsional mempunyal lugas melaksanakan diagnosis, "

pengobatan, pencegahan akibal penyakit, peningkatan don

pemulihan kesehalan, penyuluhan kesehatan, pendicikan, pelatihon

serta penelitian dan pengembangan ;

(3) Dalam melaksanakan fugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokian

sesuai dengan keahliannya ;

Dipindai dengan CamScanner
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(4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota

Kelompoknya untuk masa bakti tertentu ; )

(5) Ketua Kelompok diangkal oleh Bupall Kepala Daerah atds usul Direktur.

P

BAB IV .
PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON M_EDlS

Pasal 28

(1) Paramedis fungsional adalah paramedis perawatan don non

perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional :

(2) Dalam melaksanakan tugasnya- paramedis - fungsional berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala instalasi ;

{3) Penempatan paramedis perawatan dan paramedis non perawaion

diloksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 29

(1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan .
khusus dan fidak berkailan langsung dengan pelayanan terhadap

pasien :

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di

Instalasi bertanggung Jawab kepada Kepala Instalasi dan secara

fungsional berlanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian

Kesekretariatan dan Rekam Medis,

Dipindai dengan CamScanner
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: BAB V
TAIA KERJA .

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan fugas, RSUD dan Instansi Vertikal yang vrusannya
sejenis, menyelenggarakan koordinasi/kerjasarna dengon cara sebalk-

. baiknya;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD menyelenggarakan roordinas

dan kerjasama fungsional dengan Dinaz ¥esehatan Daerah :

(3) RSUD secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehaton Doerch dan

pembinaan teknis oleh Kantor Deparfemen Kesehaten Kabupaten

Magelang.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

Direkiur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan, Kspoia

Sub Seksi poda RSUD diangkat/diberhentikan oleh pejabot yang

‘ berwenang sesuai dengan kelentuan yang berlaku.

“BAB VI

PEMBIAYAAN

‘ . Pasal 32

1) Segala biaya yang diperlukan unluk meloksanakan tugas RSUD

dibebankan pada Anggaron Pendapatan don Belonjo Doerah
Kabupaten Daerch Tingkat II Magelang.
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(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebui ayat (1) Pasal ini kepada

RSUD dapat diberikan bantuan lain yang bersumber dari APBD Tingkat

I, APBN dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

BAB VIII ,

KEPEGAWAIAN .
Pasal 3

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susurian kepegawaian diatur

sesual dengan kelentuan yang berlaku.

BAB.. lx s aa : # r
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Hak-hal yang beélim diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksandannya akan diatur-lebih lanjut oleh Bupati Kepala

. Daerah,
, ) .

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

i

Pasal 35

RSUD yang felah jerbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah

inl, tetap ebriaku sampal disahkan Peraturan Daerah ini oleh pejabat yang

berwenang.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan

mengenai organisasi RSUD dinyatakan tidak berlaku.

. Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkal Il Magelang.

' ‘D"etapkun di Kota Mungkid.
Pada tanggal 19 Okiober 1995,

DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT !

KABUPATEN DATI Il MAGELANG MAGELANG

. KETUA

TTD TTD

SOEGIHARDJO KARDI
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur, Kepaja Daerah Tingkat |

Jawa Tengah

Tanggal 17 Mei 1996 Nomor : 188.3/115/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT |

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

td.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina

NIP. 010 088 157.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang

Nomor 9 Tahun 1996 ; Tanggal 27 Mei 1996

Seri D ; Nomor 6

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

tid.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.

NIP, 500 034 460.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN /AERAM TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 20 JAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI _6AN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN DAERA,I TINGKAT Il MAGELANG

i

L PENJELASAN UMUM. !

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Dcierah Tingkat Il Magelang.

Berdasarkan Surat Keputusan Men'teri Kesehatan Nomor : 105/MENKES/

SK/11/1988 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Muniilen dari

Kelas D Menjadi Kelas C, dalam rangka meningkatkan kelancaran

penyelenggaraan pemeriniahan . an pembangunan khususnya yang

menyangkut bidang pelayanan kesehatan.

Dengan semakin luas dan 'berkembangnya pelaksancan tugas

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perabinaan

masyarakat, demikian pula dengan semakin maju dan kiifisnya pola

pikir masyarakat akibat dari keberhasilan di dalam bidang

pembangunan, pendidikan dan feknologi, maka kesadaran

masyarakat di dalam bidang kesehatan juga akan semakin meningkat.

Hol ini juga berpengaruh di dcilam kebutuhan akan sarana don

prasarona kesehatan sehingga keberadaan Rumah Sakit Umum

semakin dirasakan penfingnya untuk dapat memberikan pelayanan

keseha{an bagi masyarakal secarai optimal.

f___Dalam rangka ikut menunjanglerwujudnya arah dan sasaran

Pembcng‘mon Jangka Panjang ‘Tahap Il khususnya dalom bidang
sehatan maka''peningkatan mwiu pelayanan kesehalan terhadap

arakat semdkin dirasakan unt uk dapat segera direalisir. Dalam hal

ini Rufga A
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Sakit Umum mempunyai peranan yang sangal penting, sehingga perlu

penanganan yang sungguh-sungguh dan secara profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka menjamin

keberhasilan peningkatan mulu dan jangkavon pelayanan kesehatan

sesvai dengan tuntulan kebuluhan masyorakal, maka Rumoh Sakit

Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il agar lebih berdaya guna

dan berhasil guna, maka Susunan Organisasi Rumah Sakil Umum .

Pemerintah Daerah Tingkal II magelang perlu ditinjou dan disusun

kembali untuk ditvangkan dalam Peraluron Daerah sebogai dasar

hukum pembentukan Organisasi dan Tala Kerja Rumah Sakit Umum

Kobupaten Daerah Tingkat II Magelang dengon berdasor kepada

Keputusan Menteri Dalom negerl Nomor 22 Tahun 1994 tenfong

Pedoman Organisasi dan Tata Keija Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan demikion setelah ditetapkannya Peraturan Daerch ini,

maka semua peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Iain

sebelumnya mengenai Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit

Umum Kabupaten Daerah Tingkat Il Mogelang sudah fidak beriaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Posal 2

Pasal 3

Cukup jelas.

- Rumah Sakit Umum Doeft.ih odalah Unit Pelaksana .
Tehnis Dinas Kesehatan.

- Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala dengan Sebutan Direkiur tugasnya secara

teknis dan administratif bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas dan taklis operasional kepada vac'l

Kepala Duemh

Rumah: Sakif “ Umum Daerah mempunyai -tugas
melaksanakan upaya kesehalar dengan
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mengulamakan upaya penyembuhan, pemulihan

kesehalan yang dilaksanakan secara serasi, lerpadu

dengan upaya peningkatan serta pencegohan dan

melaksanakan upaya rujukan yang melipufi :

- Pelayanon medis, penunjang medis dan non medis. .

- Pelayanan dan asuhan keperawatan, pendidikan

dan pelafihan, penelitiun dan pengembangen

serta administrasi umum dan kevangon.

Pasal 4 : Cukupjelas.

Pasal $ : Klasifikasi Rumah Sokit Umum Daerah Kabupcten
Daerah Tingkat II Magelang ditetapkan Kelas €

berdasarkan kirteria yang ditetapkan olen Menteri

Kesehatan.

Pasal6dan7 : Cukupjelas.

Pasal 8 : Seksi Keperawatan mempunyai tugas membimbing
pelaksanaan asuhan perawal, peicyancn

keperawctan para pasien, efika dan mulu

keperawalan serta kegiatan pendidiken don

pelaihan keperawatan bagi perawat don tencge

pémrbanty perawal serfa penyuluhan kesshotan

kapada pasien untuk berobat.

Pasal9sd. 11 : Cuwb jelas. :

Pasal 12 : Seksi Pelayanan mempunyai tugas menghoorginasi

kon kebutuhan pelayanan medis dan penunjong

Mmedis serfa pemantauan dan pengawasan dan

pengendalian dalam hal :

- Penggunaan 'oslmén\koglofon. pelayanan medis
dan penunjang medis. * .
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- Penerimaan pasien pada semua Unit Instalasi yang

langsung menangani pasien.

- Pemulongan pasien unluk mmenghindari kasus

pulang paksa.

Pasal 13sd. 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Sub Bagian Kesekrelarialan dan Rekam Medk.
mempunyal lugas melaksanakan ketato-uschaan

dinas, administrasi kepegawaian, urusan kerumah-

tanggan dan perlengkapan, administrasi rekam dafa

medis dan laporan, urusan hukum dan perpustakacn

serta pemasaran sosial, informasi dan publikasi pada

RSUD.
.

Pasal 17 sd. 19 : Cukup jelas.

Pascl20 - .. . Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai

- fugas menyusun anggaran, melaksanakan kegiaian

perbendaharaan dalam hal fata usaha ksuangan

dan dpengelolaan perbendaharaan, kegicten

verifikasi dan akuntansi dalam hal penelifion dan

pemeriksaan keuangan serta mobilisasi dana dengan

mencari sumber-sumber dana baru dan menyusun

program pada RSUD. .

Pasal 21 sd. 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : 3 Instalasi merupakan fasliitas penyelenggaraan

pelayanan medis dand keperawatan pelayanan

penunjang medis, kegiatan penelitian,
pengembangan, pendidikan, pelatihan dan

pemeliharaan sarana rumah sakit,

- Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam

Jabatan non struktural.
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- Jenis Instalasi disesuaikan dengan kekas dan

kemampuan rumah sakit serla kelutuhan

masyarakal, berdasarkan — pedaman yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri

- Perubahan Jumlah jenis instalasi ditetapkan oleh

Direktur sesuai dengon perafutan perundarg-

undangan yang berlaku.

Pasal 25sd. 28 : Cukupjelas.

Pasal 29 : - Tenaga Non Medis adalah tenaga yong bertugas di

bidang pelayanan khusus dan fidok berkaiten

langsung dengan pelayanan terhadap pasien.

- Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh

Direktur atas usulan Seksi terkait.

Pasal 30 s4. 37 : Cukupjelas.
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— BAGAN STRUKTUR ISASI

RUMAH SAKIT UMUM .KELAS C @
«—— KABUPATEN DATI 1I MAGELANG.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 20

TANGGAL : 19 OKTOBER 1995. 4

DIREKTUR

| !
SEKSI SURBAG (— susRAG

PELAYANAN KESEKRETARIATAN KEUANGAN DAN
& REKAM MEDIS PROGRAM

J I J 1|

SUB SEKSI SUB SEKSI URUSAN URUSAN
I—I KEPERAWATAN | |l PELAYANAN I— TATAUSAHA 1 PENYUSUNAN

! 1 ANGGARAN

SUB SEKSI SUB SEKST URUSAN URUSAN
KEPERAWATAN PELAYANAN [ kepEGAWAIAN | — | |PERBENDAHARA

- " AN

SUB SEKSI SUB SEKSI URUSAN URUSAN
| xeperawatan | L PELAYANAN H umum || VERIIKASI k

: m m AKUNTANSI

URUSAN URUSAN
L REKAM MEDIS MOBIL DANA

INSTALASI PENYUSPROG.

KOMITE STAF MEDIS
MEDIS FUNGSIONAL

1. Rowot Jalan.

2. Rowotinop.

3. Rowot Dourat.

L Rowat htenst.

$. Rodologi.

5. Bedah Sental.

Y. Famasi.
3. Gia.

9. loborat.

10, Pemeiharoan Sarana Rumah Salt.

1. Pemulasaraan Jenazoh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPAT KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG MAGELANG
Ketua.

d. na .
SUGIHARDJO. KARDI £
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